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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

a.

1.

KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
BUPATI PIDIE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, perubahan Rencana
Keija Pemerintah Daerah dan Rencana Keija Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2026 dan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan
keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah,
prioritas pembangunan daerah, program dan Kkegiatan
Perangkat Daerah, serta target Kkineija penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka menjamin keselarasan
dan konsistensi  perencanaan pembangunan dengan
penganggaran daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 463);



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6927);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang
Indikator Tingkat Kineija Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian
Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kineija Daerah dan
Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 91);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 435);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 727);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang
Kebijakan Transfer Ke Daerah Dan Pinjaman Pemulihan
Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Tahun
Anggaran 2026 Untuk Percepatan Penanganan Darurat,
Rehabilitasi, Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi
Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1189);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang
Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh tahun
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok
Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);

Qanun Aceh Nomorl1l Tahun 2023 tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
137);

Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);

Qanun Aceh Nomor8 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045
(Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029
(Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);

Qanun KabupatenPidie Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Tahun 2014-
2034 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 82);

Qanun KabupatenPidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten
Pidie Nomor 5 Tahun 2025 tentangPerubahan Kedua Atas
Qanun Kabupaten  Pidie Nomor5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2025 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 113);

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie
Tahun 2019 Nomor 101);

Qanun Pidie Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Kabupaten
Pidie Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten
Pidie Tahun 2023 Nomor 105);

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 5);



Menetapkan

48. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2025 tentang

49.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pidie Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun
2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor
m);

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pidie Tahun 2025-2029 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun
2025 Nomor 08, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor
115);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN
2026.

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten
Pidie Tahun 2026, yang selanjutnya disebut P-RKPD
Kabupaten Pidie Tahun 2026 adalah perubahan Dokumen
Perencanaan Daerah untuk tahun 2026 yang dimulai pada
triwulan Il dan berakhir pada triwulan 1V,

(2 P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2026 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie tahun 2025-2029 dan
mengacu pada Rencana Keija Pemerintah Aceh (RKPA)
Tahun 2026 dan Rencana Keija Pemerintah (RKP) Tahun
2026.

(3) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

Pasal 2

(1) P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2026 memuat rancangan
perubahan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana keija yang
terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat;



(2) P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2026 sebagaimana

@)

)

@)

2

dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)
dalam  menyusun Rencana Keija dan Anggaran
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun
2026;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menyusun
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(KUPA dan P-PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran
2026;

c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam
menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun 2026.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBK
Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Pidie menggunakan P-
RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2026 sebagai bahan
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2026
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

SKPK menggunakan P-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2026
dalam melakukan pembahasan Rencana Keija dan Anggaran
Perubahan Satuan Keija Perangkat Kabupaten Tahun 2026
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

Pasal 4

Dalam hal teijadi pergeseran asumsi yang melandasi
penyusunan R-RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2026 yang
diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, dapat
dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum
tertampung dalam peraturan ini.

Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2026
dilakukan, dengan tanpa melakukan perubahan pada
peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal ; 3 September 2026 M

27 Rabiul AVA1448 H
BUPATI PIDIE

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal - 3 September 2026 M
27 Rabiul Awal 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
N KABUPATEN PIDIEM

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR 36



